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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Menimbang

Mengingat

a.

1.

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan pengelolaan keuangan negara serta
tertib administrasi  pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam
Ulu, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran,;
bahwa Bendahara Pengeluaran mempunyai peran
strategis dalam melaksanakan penerimaan,
penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, dan
pertanggungjawaban uang persediaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan  Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu
tentang Penunjukan Pejabat Bendahara
Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

]_SALINAN




Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun




2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun
2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 472), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun
2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2024
Nomor 1082);

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang,
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
181/PMK.06/2016 tentang  Penatausahaan
Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
207 /PMK.06/2021;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang




Menetapkan

KESATU

10.

11.

12.

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang
Penunjukan Kuasa  Pengguna  Anggaran/
Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas
Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2026
Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mahakam Ulu;

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA
PENGELUARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Menunjuk/menetapkan :

Nama : Eko Sugeng Pambudi, S.IP

NIP

199105052019031006

Jabatan : Kasubbag Parhubmas dan SDM




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu
Tahun Anggaran 2026.

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang,
dan tanggung jawab:

a. menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan Uang Persediaan
dan/atau dana lainnya yang berada dalam
pengelolaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. melakukan pengujian atas tagihan, kebenaran
perhitungan, serta kelengkapan dan keabsahan
dokumen pendukung pembayaran;

c. melaksanakan penatausahaan keuangan dan
menyelenggarakan pembukuan Bendahara
Pengeluaran secara tertib, transparan, dan
akuntabel,;

d. menyusun, menandatangani, dan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran secara berkala sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya di
bidang pengelolaan keuangan negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan arahan Kuasa Pengguna
Anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara
Pengeluaran Dbertanggung jawab kepada Kuasa
Pengguna Anggaran.

Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan
ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Tahun




Anggaran  berjalan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mahakam Ulu.
KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Plt. Kepala SubyBagian Teknis
Penyelenggarazé! Pemilu dan Hukum,

‘.

Muh. Fauzan|Azima Sukardi




